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Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna audit investigatif pada BPKP dari 
pandangan studi fenomenologi, termasuk didalamnya makna audit investigatif, 
makna kecurangan, makna hipotesis, dan teknik audit investigatif oleh BPKP. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
fenomenologi memberikan pemaknaan dibalik apa yang tampak. Pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara dengan subjek auditor BPKP yang pernah 
melakukan tugas audit investigatif. Hasil penelitian menunjukkan makna audit 
investigatif sebagai sebuah metode untuk mengungkap dan membuktikan 
kecurangan, makna kecurangan sebagai pelanggaran peraturan yang dapat 
merugikan keuangan negara, makna hipotesis sebagai dugaan awal atau 
kesimpulan sementara atas dugaan terjadinya kecurangan, dan teknik audit 
investigatif sebagai sesuatu yang tidak dapat diseragamkan antar kasus. 
 
Kata kunci: Audit investigatif, kecurangan, dugaan awal, teknik audit investigatif, 
fenomenologi 
 
This research aims to understand what investigative audit on BPKP means from 
phenomenology study perspective, which encompass the significance of 
investigative audit, fraudulent acts, hypothesis or predication, and BPKP’s 
investigative audit technique. This research utilizes qualitative research method 
complemented by phenomenology study to unearth meaning or significance 
behind what is seen. Data collection uses interview method with subject from 
BPKP’s auditor that had done investigative audit before. This research result 
respresent that the meaning of investigative audit as a method to uncover and 
prove a fraudulent act, fraudulent acts as breach of a set of rules that can result in 
loss of government money, hypothesis as temporary prediction in which a 
fruadulent acts happen, and investigative audit technique as varies in each 
between cases and there a no certain set of technique applicable to all cases. 
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1.1 Latar Belakang 
Sesuai bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 salah satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah 
mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur. Tindak pidana korupsi 
sangat merugikan bagi perekonomian negara dan menghambat pembangunan 
nasional, sehingga harus diberantas demi mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur. Korupsi secara ekonomi mengurangi kekayaan negara dan menghambat 
pembangunan negara dikarenakan sumber daya negara yang seharusnya 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat digunakan untuk 
memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 
Transparency International (TI), sebuah organisasi non-profit dunia yang 
didirikan pada tahun 1993, merupakan organisasi dengan tujuan mewujudkan 
dunia dimana pemerintahan, bisnis, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari setiap 
orang bebas dari korupsi. TI sejak tahun 1995 setiap tahun rutin merilis corruption 
perception index atau indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi adalah nilai 
yang diberikan oleh TI atas hasil penilaian mereka tentang tingkat korupsi sektor 
publik pada suatu negara. Indeks persepsi korupsi global pada tahun 2015 yang 
dirilis oleh TI menempatkan Indonesia pada peringkat 88 dari 168 negara dengan 
nilai 36 dari 100. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah kata persepsi, indeks 
tersebut mencerminkan persepsi dan pandangan para pengusaha dan analis dari 
seluruh dunia, termasuk pada negara yang disurvei. 
Peringkat tidak menunjukkan segalanya, TI mengklaim bahwa nilai 





publik. Dengan skor yang didapat Indonesia pada indeks persepsi korupsi tahun 
2015 hanya 36 dari 100, terdapat indikasi bahwa pada sektor publik di Indonesia 
terdapat korupsi yang signifikan.  
Pemerintah Indonesia sendiri telah menempuh berbagai cara untuk 
memberantas korupsi. Audit adalah salah satu cara untuk memerangi korupsi. 
Lembaga negara yang berwenang melakukan audit di Indonesia diantaranya 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK), dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga. BPKP 
merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Salah satu tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah 
penugasan bidang investigasi yang meliputi audit investigatif yang berkaitan 
dengan upaya pemebrantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan 
sektor publik. Tujuan dari audit investigatif ini adalah untuk mengungkap adanya 
indikasi tindakan yang merugikan keuangan negara. Laporan hasil audit 
investigatif atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai output 
penugasan bidang investigasi yang dihasilkan BPKP dan selama ini telah 
membantu upaya pemerintah dalam mengungkap dan menindak kejadian korupsi. 
Penelitian dengan tema audit investigatif telah cukup sering dilakukan, 
namun secara spesifik pemahaman audit investigatif dengan pendekatan 
fenomenologi belum ditemu oleh peneliti. Dengan maraknya kasus korupsi yang 
seakan tidak ada habisnya pada sektor publik di Indonesia dan untuk memahami 
audit investigatif sebagai salah satu alat deteksi korupsi, maka penelitian ini 
mengambil judul Audit Investigatif: Sebuah Studi Fenomenologi pada Badan 





1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 
“apakah arti audit investigatif bagi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan?” termasuk didalamnya berbagai hal yang terkait audit investigatif 
dan tambahan permasalahan yang ditemukan pada saat penelitian ditambahkan 
pada penulisan hasil penelitian. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 
melalui penelitian ini adalah mengetahui makna audit investigatif bagi auditor di 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui studi fenomenologi 
untuk mengungkap berbagai pemaknaan terkait audit investigatif. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
 Manfaat penelitian ini bagi pengetahuan umum oleh peneliti dapat menjadi 
pengembangan ilmu pengetahuan secara spesifik terkait berbagai permasalahan 
yang menjadi tujuan penelitian yaitu berbagai pemaknaan terkait audit investigatif 
yang dilakukan oleh BPKP dari sudut pandang auditor yang melaksanakannya. 
Untuk mengetahui pemahaman makna audit investigatif maka digunakan 
metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk 
mendapatkan pemahaman mendalam oleh setiap subjek yang mana masing-






1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi BPKP sebagai salah satu 
lembaga auditor untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai 
makna audit investigatif dari auditor yang melaksanakannya sehingga dapat 
dipahami oleh auditor maupun institusi BPKP mengenai pemaknaan audit 
investigatif melalui sebuah studi fenomenologi. Penelitian ini dapat menjadi 
tambahan informasi mengenai audit investigatif oleh BPKP dan menjadi referensi 
bagi penelitian selanjutnya, khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan skripsi dibagi oleh peneliti menjadi lima bab sebagai 
berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang 
diikuti dengan pertanyaan penelitian mendasar, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran secara 
umum mengenai isi keseluruhan dari penelitian ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi tinjauan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian 
yang termasuk didalamnya kerangka dan panduan teoritis yang menjadi dasar 
yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari dua sub bab utama yaitu 
tentang fraud dan korupsi serta audit. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 





peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
 Bab ini memuat uraian tentang data dan temuan yang didapat selama 
penelitian menggunakan metode dan prosedur yang diruaikan dalam Bab III. 
Dalam Bab IV data yang didapat selama peneliti juga akan dianalisis. Bab ini juga 
berisi gagasan peneliti dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah 
dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan 
saran bagi penelitian selanjutnya serta makna yang ditemukan atas penelitian 







2.1 Fraud dan Korupsi  
2.1.1 Definisi Fraud 
 Black Law Dictionary dalam Priantara (2013:3) menyatakan bahwa definisi 
fraud adalah  
“The intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive 
another of his money, porperty or legal right, either as a cause of action 
or as a fatal element in the action itself”  
 
suatu perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu 
daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau 
menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena 
suatu tindakan atau dampak dari tindakan itu sendiri.  
 
Fraud menurut Singleton dan Singleton (2010:40) adalah: 
“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means that 
human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to 
get an advantage by false means or representations. No definite and 
invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, 
as it includes surprise, trick, cunning, and unfair ways by which another is 
cheated. The only boundaries defining it are those that limit human 
knavery.” 
 
Fraud adalah istilah umum, yang mencakup semua cara yang dapat 
dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh seorang individu, untuk 
mendapat keuntungan dengan cara tidak benar atau misrepresentasi. 
Tidak ada aturan pasti yang dapat diberikan dalam mendefinisikan fraud, 
karena fraud termasuk kejutan, trik, penipuan, dan cara tidak adil dimana 
orang lain dicurangi. Batasan yang ada dalam mendefinisikan fraud 
adalah batasan yang membatasi pemikiran manusia. 
 
Fraud menurut the Institute of Internal Auditors tahun 2013 dalam Priantara 
(2013:4) adalah: 
“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. 
These acts are not dependent upon the threat of violence or physical 
force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain: 
money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to 






Fraud adalah segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atas 
pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau 
mencegah pembayaran atau kerugian untuk menjamin 
keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung 
pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain. 
  
 Tunggal (2000:302) menyebutkan bahwa istilah kecurangan (fraud) 
digunakan untuk berbagai perbuatan dosa yang termasuk: 
1. Kecurangan yang melibatkan perlakuan penipuan untuk mendapatkan 
keuntungan keuangan yang tidak adil atau ilegal. 
2. Pernyataan salah yang disengaja (intentional misstatements) dalam 
penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau 
laporan keuangan suatu entitas. 
3. Pencurian (theft), apakah disertai dengan pernyataan yang salah dari 
catatan akuntansi atau laporan keuangan atau tidak. 
Fraud berbeda dengan negligence dan error. Error sering diterjemahkan sebagai 
kekeliruan yang mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara tidak 
sengaja diakibatkan oleh salah perhitungan matematis, salah pengukuran, salah 
estimasi serta salah estimasi standar akuntansi. Sedangkan negligence atau 
kelalaian mengandung arti kegagalan bertindak dengan cermat pada situasi yang 
sama yang dihadapi oleh orang lain yang kemampuannya setara, mengabaikan 
tanggung jawab atau tak ada kepedulian, dan tidak cermat. Fraud mengacu pada 
kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pengguna 
laporan keuangan yang diiringi motivasi negatif guna mengambil keuntungan 
sepihak (Priantara, 2013:7). 
 Definisi fraud dalam perspektif audit adalah penggambaran karakteristik 
yang membedakannya dari tindakan yang sama atau serupa, secara spesifik 





1. Tindakan yang dilakukan dalam organisasi atau oleh organisasi atau untuk 
organisasi. 
2. Tindakan yang dilakukan oleh sumber internal atau eksternal. 
3. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tersembunyi. 
4. Tindakan yang umumnya melanggar hukum atau terdapat indikasi tindakan 
tidak terpuji. 
5. Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nilai perusahaan, uang 
perusahaan, reputasi perusahaan, atau keuntungan ilegal yang diterima 
baik secara pribadi maupun orang lain. 
 Fraud dilakukan oleh manusia. Perusahaan atau organisasi baik itu sektor 
privat atau publik, bertujuan untuk profit atau non-profit tidak melakukan fraud. 
Perbedaannya mudah namun penting untuk diketahui. Fraud sangat merugikan 
terutama bila terjadi pada sektor publik dimana tujuan dari sektor publik adalah 
mensejahterakan masyarakat. Tindakan fraud berbeda dengan perampokan, pada 
tindakan perampokan seseorang memaksa secara fisik untuk menyerahkan 
sesuatu, sedangkan pada fraud atau kecurangan seseorang dapat menipu orang 
lain atas apa yang mereka miliki tanpa kekerasan. Siapapun dapat melakukan 
fraud, pelaku fraud tidak dapat dibedakan dari orang lain dengan dasar demografis 
atau karakteristik psikologis. 
2.1.2 Unsur fraud  
Pada fraud terdapat unsur-unsur pembentuk fraud. Unsur-unsur fraud 
tersebut harus ada dalam setiap kasus fraud, dan bila ada salah satu yang tidak 
ada, maka dianggap fraud tidak terjadi. Unsur-unsur pembentuk fraud menurut 





1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan 
(misrepresentation) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, 
ataupun bukti transaksi. 
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah 
perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi 
tertentu melanggar hukum. 
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan 
jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. 
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena penghitungan kerugian yang 
diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah atau 
sedang terjadi. 
5. Didukung fakta bersifat material (material fact), artinya mesti didukung oleh 
bukti objektif dan sesuai dengan hukum. 
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (make-knowingly or 
recklessly); apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data atau 
informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal tersebut dilakukan dengan 
maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak bertindak atau 
terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data. 
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang 
dibuat salah (misrepresentation) yang merugikan (detriment). Artinya ada 
pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat 
manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentu uang atau 





2.1.3 Gejala Fraud 
 Untuk mendeteksi fraud, baik itu manajer, pemeriksa, auditor, atau 
karyawan perlu mengetahui indikator terjadinya fraud atau gejala fraud dan 
memeriksa gejala tersebut apakah gejala tersebut disebabkan oleh terjadinya 
fraud atau karena penyebab lain. Gejala terjadinya fraud sangat penting untuk 
diketahui oleh auditor yang melakukan investigasi atas fraud maupun korupsi. 
Albrecht dkk (2013:137) memisahkan gejala fraud menjadi enam kelompok, 
diantaranya adalah: 
1. Anomali akuntansi 
Permasalahan yang umum dalam anomali akuntansi adalah masalah 
dengan sumber dokumen, kesalahan ayat jurnal, dan buku besar yang 
tidak akurat. Masalah dengan sumber dokumen dapat termasuk hilangnya 
dokumen atau dokumen asli yang hilang dan diganti hasil fotokopi atau 
perubahan tidak wajar pada dokumen asli. Dalam kesalahan ayat jurnal, 
gejala fraud yang umum timbul adalah ayat jurnal tanpa dukungan 
dokumen, penyesuaian terhadap jurnal yang tidak wajar, ayat jurnal yang 
tidak seimbang, ayat jurnal yang dibuat oleh individual yang wajarnya tidak 
membuat ayat jurnal tersebut, dan ayat jurnal yang dibuat mendekati akhir 
periode akuntansi. Terakhir pada tidak akuratnya buku besar, terdapat dua 
komponen gejala fraud terkait buku besar yaitu buku besar yang tidak 
seimbang, dimana jumlah debit tidak sesuai dengan jumlah kredit dan akun 
kontrol/utama tidak sesuai dengan jumlah akun individual yang 
menyusunnya. 
2. Kelemahan pengendalian intern 
Apabila pengendalian intern tidak ada atau dimanipulasi, maka risiko 





intern memberikan kesempatan terjadinya fraud. Gejala fraud umum yang 
timbul akibat kelamahan pengendalian intern adalah: 
1) Kurangnya pemisahan tugas 
2) Kurangnya pengamanan fisik 
3) Kurangnya pemeriksaan independen 
4) Kurangnya otorisasi yang cukup 
5) Kurangnya dokumen dan catatan yang diperlukan 
6) Pengambilalihan pengendalian intern yang ada 
7) Sistem akuntansi yang tidak memadai 
3. Gejala fraud analitis 
Gejala fraud analitis adalah prosedur atau hubungan yang terlalu tidak 
wajar atau tidak nyata untuk dapat dipercaya. Termasuk adalah transaksi 
atau kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat yang tidak wajar; atau 
yang dilakukan atau melibatkan orang yang umumnya tidak akan terlibat; 
atau yang melibatkan prosedur, kebijakan, atau praktik tidak wajar. 
Transaksi dan jumlah yang terlalu besar atau terlalu kecil, yang dilakukan 
terlalu sering atau terlalu jarang, terlau tinggi atau terlalu rendah, atau yang 
menghasilkan sesuatu yang terlalu sedikit atau terlalu banyak juga 
termasuk gejala fraud analitis. Pada dasarnya gejala fraud analitis adalah 
gejala yang mewakili sesuatu yang tidak biasa atau tidak wajar.  
4. Gaya hidup berlebihan 
Umumnya orang yang melakukan fraud berada pada tekanan finansial. 
Terkadang tekanan tersebut nyata namun terkadang juga merupakan 
keserakahan. Begitu pelaku memenuhi kebutuhan finansial mereka, 
pelaku umumnya tidak berhenti mencuri, menggunakan dana hasil fraud 





menabung uang hasil fraud mereka. Semakin percaya diri mereka dalam 
skema fraud yang mereka lakukan, maka semakin besar jumlah uang yang 
mereka ambil dan habiskan. Segera mereka akan menjalani gaya hidup 
lebih dari yang mereka mampu. Perubahan gaya hidup adalah salah satu 
gejala fraud yang paling mudah terdeteksi. Namun gaya hidup berlebihan 
hanya berguna untuk mendeteksi fraud yang dilakukan oleh individual, 
bukan fraud yang dilakukan oleh organisasi. 
5. Perilaku tidak wajar 
Penelitian dalam bidang psikologi menemukan bahwa pada saat 
seseorang (terutama pelaku fraud pertama kali) melakukan kejahatan, 
orang tersebut menjadi diselimuti emosi takut dan rasa bersalah (Albrecht 
dkk, 2013:149). Emosi tersebut menampakkan diri sebagai stres, individual 
sering memiliki pola perilaku yang tidak wajar untuk menghadapi stres 
tersebut. Tidak ada perilaku tertentu yang menunjukkan fraud, namun yang 
menjadi sinyal adalah perubahan perilaku. Contohnya adalah orang yang 
biasanya tidak ramah tiba-tiba menjadi ramah. 
6. Komplain dan tip 
Tip dan komplain dari karyawan merupakan gejala fraud karena pegawai 
perusahaan tersebut berada dalam posisi terbaik dalam mendeteksi fraud. 
Komplain dan tip merupakan gejala fraud dan bukan bukti karena banyak 
dari komplain dan tip ternyata tidak benar. Setiap tip dan komplain yang 
didapat harus diperlakukan dengan hati-hati dan hanya dianggap sebagai 





2.1.4 Klasifikasi Fraud 
 Untuk mencegah, mendeteksi, atau menyelidiki fraud, auditor perlu 
memahami klasifikasi dan jenis-jenis fraud yang ada. Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) sebagai salah satu organisasi anti fraud yang utama 
yang merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para profesional yang 
berpraktik baik di sektor publik maupun privat dan memiliki sertifikasi di bidang 
pemeriksa kecurangan atau fraud examiner. ACFE dalam Priantara (2013:67-68) 
mengklasifikasikan fraud menggunakan istilah Uniform Occupational Fraud 
Classification System atau fraud tree dikarenakan bentuknya seperti pohon 
(Gambar 2.1). Fraud tree oleh ACFE mencantumkan 49 skema fraud individu yang 
berbeda yang dibagi menjadi beberapa kategori dan subkategori. 
Klasifikasi/taksonomi Fraud tree oleh ACFE digunakan untuk mengklasifikasikan 
fraud diantaranya karena: (Singleton dan Singleton, 2010:71-72) 
1. ACFE muncul sebagai organisasi anti fraud utama. 
2. Taksonomi ACFE stabil sepanjang waktu 
3. Taknsonomi ACFE memiliki jumlah skema terbatas 
4. Kategori skema relatif jelas dibanding taksonomi lain 
5. Model ACFE memiliki karakteristik unik, mudah dipahami, dan mudah 
digunakan dikarenakan tiga kategori utamanya membuatnya mudah 









Gambar 2.1 Fraud Tree oleh ACFE 
Sumber: Association of Certified Fraud Examiner 
ACFE dalam Priantara (2013:68) fraud dibagi menjadi tiga jenis besar berdasarkan 
perbuatan, yaitu: 
1. Asset Misappropriation (Penyimpangan atas aset) 
Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau 
pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan/atau pihak 
di luar perusahaan. Fraud jenis ini adalah bentuk klasik yang seharusnya 
paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (tangible) dan dapat 
diukur dan dihitung (defined value). Asset misappropriation dalam fraud 





penjarahana atas dana-dana yang tidak masuk ke perusahaan secara fisik 
atau secara administratif. Asset misappropriation dalam bentuk cash 
dilakukan dalam tiga bentuk: skimming, larceny, dan fraudulent 
dibursements.  
2. Fraudulent Statement (Pelaporan yang menipu atau dibuat salah) 
Fraudulent statement sering diidentikkan dengan management fraud atau 
kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku 
berada pada tingkat atau kedudukan manajerial. Fraudulent statement 
meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer 
senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi 
keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan 
(financial engineering) atau mempercantik penyajian laporan keuangan 
guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan 
kedudukan atau tanggung jawabnya. Pelaporan yang dibuat salah disini 
tidak hanya pelaporan keuangan tetapi juga pelaporan kinerja operasional 
atau penyataan publik (press release) yang dibuat untuk mengelabui orang 
lain guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi fraudulent 
statement. 
3. Corruption (Korupsi) 
Korupsi oleh ACFE didefinisikan secara singkat sebagai skema dimana 
karyawan menyalahgunakan pengaruhnya pada transaksi bisnis sehingga 
menyalahi tugasnya untuk mendapatkan keuntungan langsung maupun 
tidak langsung. ACFE menyebutkan yang termasuk di dalam jenis korupsi 
adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (conflict of 
interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/legal (illegal 





dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion) atau pungutan liar 
atau uperti. Lebih lajut tentang korupsi akan dibahas pada sub bab 
selanjutnya. 
Oleh Vona (2011:32-35) klasifikasi primer fraud dibagi menjadi: 
1. Asset misappropriation 
Asset misapropriation atau penyalahgunaan aset adalah pengambilan 
kepemilikan atau penggunaan uang atau aset nyata lain secara ilegal. 
2. Corruption 
Corruption atau korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, 
posisi, atau pengetahuan dengan tujuan memberikan keuntungan atau 
keunggulan ilegal atau tidak pantas. 
3. Financial reporting 
Financial reporting fraud atau kecurangan pelaporan keuangan adalah 
pelaporan tidak benar atas laporan keuangan, proses anggaran, atau 
aktivitas program. 
4. Revenue obtained improperly 
Revenue obtained improperly atau pendapatan yang didapat dengan cara 
tidak pantas adalah pendapatan yang diperoleh mengunakan representasi 
palsu baik kepada pelanggan atau organisasi. 
5. Avoidance strategies 
Avoidance strategies atau strategi menghindar menyangkut baik 
pengalihan beban atau penghindaran regulasi pemrintah. 
6. Information manipulation and misuse 
Information manipulation and misuse atau manipulasi dan penyalahgunaan 





untuk penggunaan tidak pantas atau penghilangan informasi dengan 
sengaja. 
7. Technological manipulation and misuse 
Technological manipulation and misuse atau manipulasi dan 
penyalahgunaan teknologi adalah tindakan menggunaka komputer dan 
alat teknologi lain untuk menipu, menyalahgunakan, menghancurkan, 
mencuri informasi, atau merugikan orang lain dengan mengakses informasi 
melalui cara ilegal dan menipu. 
8. Management override 
Management override atau pengambilalihan oleh manajemen adalah 
penggunaan posisi, kekuasaan, tanggung jawab, dan/atau reputasi oleh 
manajemen senior dari suatu organisasi untuk melakukan tindakan ilegal 
atau pelanggaran kebijakan. 
9. False program reporting 
False program reporting atau pelaporan program salah mengacu pada 
pelaporan tidak benar yang timbul terkait program spesifik yang melibatkan 
program laporan keuangan atau keberhasilan program. 
2.1.5 Definisi Korupsi 
 Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kata korupsi 
dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris corrupt yang yang 
merupakan perpaduan dari dua bahasa latin yaitu com yang artinya bersama-
sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol (Priantara, 2013:7). 
Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat 
publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan 





dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan 
kepada mereka. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang 
negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; 
penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Tuannakota (2016:226) 
menyatakan bahwa korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunan 
jabatan di sektor pemerintahan (misuse of public office) untuk keuntungan pribadi 
yang meliputi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh 
pejabat, kickbacks dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan 
“pencurian” (embezzlement) dana-dana pemerintah.  
 Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi di negara Indonesia ancaman sanksi pidana berupa penjara terkait 
tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dikenakan kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara, namun juga dapat dikenakan terhadap siapa saja di luar 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi 
yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Ancaman penjara tersebut terkait 
tindakan penyuapan, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sah. 
2.1.6 Unsur-unsur Korupsi 
 Secara umum di Indonesia, tindak pidana korupsi sesuai diatur pada 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi mempunyai unsur-unsur tindakan korupsi yang telah diatur pada Pasal 2. 
Bunyi pasal 2 tersebut adalah: 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 





dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”  
 
Priantara (2013:76) menyebutkan berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindakan 
hukum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi empat unsur 
sebagai berikut: 
1. Unsur pertama, setiap orang. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa setiap 
orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pasal 1 
angka 1 menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau 
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan 
badan hukum. Sehingga tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan 
oleh perseorangan namun juga selain perseorangan misalnya yayasan, 
perseroan terbatas, organisasi dalam pemerintahan serta bentuk-bentuk 
korporasi lainnya. 
2. Unsur kedua, melawan hukum. Unsur ini meliputi perbuatan melawan 
hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam arti formil yaitu perbuatan 
melawan hukum tersebut telah melawan peraturan perundang-undangan 
sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dianggap tercela 
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 
sosial masyarakat. 
3. Unsur ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 
Dalam dunia pajak istilah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 





dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan 
dikenal penghasilan (income) yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama 
suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 
aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas 
yang tidak berasan dari kontribusi penanam modal.  
4. Unsur keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. Dalam unsur ini terdapat kata “dapat” sebelum kata “merugikan 
keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya 
unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan. Definisi keuangan negara 
sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan perekonomian 
negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usah masyarakat 
secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat 
pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 






2.1.7 Klasifikasi Korupsi   
 Klasifikasi korupsi menurut fraud tree oleh ACFE digunakan oleh Priantara 
(2013:69-70), Singleton dan Singleton (2010:83-84), dan Albrecht dkk. (2012:516) 
dalam mengklasifikasikan korupsi. Korupsi terbagi menurut ACFE menjadi empat 
klasifikasi, yaitu: 
1. Conflict of interest 
Conflict of interest atau penyalahgunaan wewenang atau konflik 
kepentingan terjadi saat suatu pihak memiliki kepentingan ekonomi pribadi 
atau memiliki relasi kepentingan dengan pihak lain yang bertentangan 
dengan kepentingan organisasi yang memberikan pekerjaan. 
2. Bribery 
Bribery atau penyuapan diartikan sebagai penawaran, pemberian, atau 
penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi aktivitas 
suatu pihak. Penyuapan dapat dilakukan secara langsung atau tidak 
langsung. Termasuk didalamnya pemberian komisi (kickbacks) dan fraud 
merekayasa lelang (bid-rigging). Tuannakota (2010:198) menyatakan 
bahwa kickbacks adalah bentuk penyuapan dimana penjual 
”mengikhlaskan” sebagian dari hasil penjualannya, dan pemberinya 
mengharapkan menerima keuntungan materi.  
3. Illegal gratuities 
Illegal gratuities merupakan pemberian sesuatu yang mempunyai nilai 
kepada seseorang tanpa disertai niat untuk mempengaruhi secara 
langsung. Pemberian tersebut biasanya diberikan setelah ada keputusan 
yang mempengaruhi pihak tertentu, tetapi dapat juga dilakukan sebelum 
atau tanpa adanya pengambilan keputusan dimana di Indonesia lebih 





4. Economic extortion 
Economic extortion lebih dikenal sebagai pemerasan untuk mendapatkan 
keuntungan ekonomis. Umumnya pihak yang diperas berada dalam posisi 
yang lebih rendah dan membutuhkan dari pihak yang diperas. Apabila tidak 
diberi maka hak yang seharusnya merupakan milik pihak yang diperas 
tidak diberikan atau dipersulit oleh pihak yang memeras. 
 Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia terkait tindakan 
korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. dengan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, klasifikasi 
korupsi tidak sama persis dengan ACFE fraud tree, tindak pidana korupsi dalam 
undang-undang tersebut diklasifikasikan menjadi tiga puluh bentuk/jenis tindak 
pidana yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Pasal 2 s.d 
Pasal 13). 
1. Perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara: Pasal 2 
2. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan: Pasal 3  
3. Perbuatan suap-menyuap (bribery): Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 
ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf 
a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan d. 
4. Penggelapan uang/surat berharga (embezzlement/misappropriation): 
Pasal 8 
5. Pemalsuan buku, catatan, daftar: Pasal 9 
6. Penghancuran, perusakan, penghilangan bukti: Pasal 10 huruf a, b, c 
7. Pemerasan (extortion): Pasal 12 huruf e, f, g 
8. Perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa: Pasal 7 ayat (1) 
huruf a, b, c dan Pasal 7 ayat (2) 





10. Benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan barang dan 
jasa: Pasal 12 huruf i 
11. Gratifikasi (illegal gratuity): Pasal 12B dan 12C 
Dari pasal 2 sampai dengan pasal 13 tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi 
memiliki ciri khas adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana dengan unsur-unsur pidana yang diatur di 
dalam pasal-pasal tersebut dan mengandung sanksi hukum/sanksi pidana. 
 Tuannakota (2016:396-397) merumuskan 30 jenis atau bentukk tindak 
pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 






Tabel 2.1 Perincian 30 Bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Nomor 31 
Tahun 1999 jo. dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 
Nomor Kelompok Tipikor Keterangan 
Kerugian Keuangan Negara 
1 Pasal 2 Memperkaya diri 
2 Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang 
Suap-menyuap 
3 Pasal 5, ayat (1), a Menyuap pegawai negeri 
4 Pasal 5, ayat (1), b Menyuap pegawai negeri 
5 Pasal 13 Memberi hadiah kepada pegawai negeri 
6 Pasal 5, ayat (2) Pegawai negeri menerima suap 
7 Pasal 12, a Pegawai negeri menerima suap 
8 Pasal 12, b Pegawai negeri menerima suap 
9 Pasal 11 Pegawai negeri menerima hadiah 
10 Pasal 6, ayat (1), a Menyuap hakim 
11 Pasal 6, ayat (1), b Menyuap advokat 
12 Pasal 6, ayat (2) Hakim dan advokat menerima suap 
13 Pasal 12, c Hakim menerima suap 
14 Pasal 12, d Advokat menerima suap 
Penggelapan dalam jabatan 
15 Pasal 8 Pegawai negeri menggelapkan uang atau 
membiarkan penggelapan 
16 Pasal 9 Pegawai negeri I memalsukan buku 
17 Pasal 10, a Pegawai negeri I merusakkan bukti 
18 Pasal 10, b Pegawai negeri membiarkan orang lain 
merusakan bukti 
19 Pasal 10, c Pegawai negeri membantu orang lain 
merusakkan bukti 
Perbuatan pemerasan 
20 Pasal 12, e Pegawai negeri memeras 
21 Pasal 12, g Pegawai negeri memeras 
22 Pasal 12, f Pegawai negeri memeras 
Perbuatan curang 
23 Pasal 7, ayat (1), a Pemborong berbuat curang 
24 Pasal 7, ayat (1), b Pengawas proyek membiarkan perbuatan 
curang 
25 Pasal 7, ayat (1), c Rekanan TNI/Polri berbuat curang 
26 Pasal 7, ayat (1), d Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang 
27 Pasal 7, ayat (2) Penerima barang TNI/Polri berbuat curang 
28 Pasal 12, h Pegawai negeri menggunakan tanah negara 
Benturan kepentingan dalam pengadaan 
29 Pasal 12, i Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan 
yang diurusnya 
Gratifikasi 
30 Pasal 12B jo. 12C Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak 
melapor ke KPK 






2.2 Audit  
2.2.1 Definisi Audit 
Porter dkk. (2003:3) menyatakan bahwa istilah audit berasal dari bahasa 
Latin yang berarti pendengaran atau pemeriksaan. Audit menurut Transparency 
International adalah sebuah pemeriksaan baik itu dari pihak internal maupun 
eksternal atas akun, proses, fungsi, dan kinerja organisasi untuk menghasilkan 
penilaian independen dan kredibel dari kepatuhan organisasi tersebut dengan 
hukum dan regulasi yang berlaku. Sedangkan Arens dkk. (2012:4) mendefinisikan 
audit sebagai akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan 
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah 
ditentukan. Messier (2000:7) dan Porter dkk. (2003:3) menggunakan definisi audit 
oleh American Auditing Association (AAA) mendefinisikan: 
“Auditing is a systematic approach of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding assertions about economic actions and events to 
ascertain the degree of correspondence between those assertions and 
established criteria and communicating the results to interested users” 
 
Audit (auditing) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan 
mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas 
tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian 
antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta 
mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: 
PER/05/M.PAN/03/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah menyatakan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, 
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah. Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) menyatakan 





informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan 
seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 
melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan.  
Audit pada sektor publik di Indonesia dilakukan oleh auditor, auditor 
menurut Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tahun 2008 tentang Standar 
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa auditor pegawai 
negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain 
yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan 
atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan auditor 
investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk 
melakukan audit investigatif. 
2.2.2 Jenis-jenis audit 
 Boynton (2002:6-7), Arens dkk. (2012:12), dan Porter dkk. (2003:4) 
membagi audit menjadi tiga jenis utama dan Messier (2000:11-13) menambahkan 
satu jenis sehingga jenis audit adalah: 
1. Audit laporan keuangan 
Audit laporan keuangan berhubungan dengan kegiatan memperoleh dan 
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan tujuan 
memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan 
secara wajar dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 







2. Audit kepatuhan 
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan sebatas apa aturan, 
kebijakan, hukum, kesepakatan, atau regulasi yang ditetapkan oleh otoritas 
yang lebih tinggi diikuti oleh entitas yang diaudit. Audit kepatuhan berkaitan 
dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk 
menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah 
sesuai dengan aturan dan kebijakan perusahaan atau pemerintah. 
3. Audit operasional 
Audit operasional melibatkan review sistematis dari aktivitas organisasi 
atau bagian dari organisasi, terkait pada efisiensi dan efektifitas prosedur 
operasi dan metode penggunaan sumber daya dalam hubungannya 
dengan pencapaian tujuan tertentu. Audit operasional dilakukan untuk 
mengukur kinerja, mengidentifikasi area untuk peningkatan, dan 
mengembangkan rekomendasi. Audit operasional terkadang dapat disebut 
sebagai audit kinerja atau audit manajemen. 
4. Audit forensik 
Tujuan audit forensik adlaah deteksi atau pencegahan berbagai variasi 
aktiitas melanggar aturan.  
 Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor privat. Audit ada 
sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti 
sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan 
pengelolaan kekayaan negara. Bastian (2011:42-51) membagi jenis-jenis audit 
sektor publik menjadi tiga jenis, yaitu: 
1. Audit keuangan 
Secara spesifik audit laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai 





“Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen 
adalah untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi 
keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum.” 
 
Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan atas hal-hal lain 
yang berkaitan dengan keuangan dan brtujuan memberikan keyakinan 
apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara 
wajar posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
2. Audit kinerja 
Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap 
berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penelitian secara 
independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang 
diaudit. Audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan 
program. 
3. Audit investigasi (Special audit) 
Bastian (2007:49) mendefinisikan: 
“Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, 
yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area 
pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi 
penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi 
untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang 
yang ditemukan.” 
 
Secara lebih lengkap audit investigasi akan dibahas pada sub bab 
berikutnya. 
Jones dan Bates (1994:18) membagi audit sektor publik menjadi tujuh tipe 
audit yang diantaranya adalah: 
1. Audit keandalan sistem 
Audit keandalan sistem atau sering disebut audit berbasis sistem, 





2. Audit atestasi 
Audit atestasi bertujuan untuk membentuk opini atas akurasi, kewajaran, 
dan penyajian tepat atas seperangkat angka/nilai. 
3. Pencegahan dan investigasi fraud 
Investigasi fraud mencakup variasi tugas audit luas dengan tujuan umum 
membuktikan terjadi atau tidak terjadinya dugaan fraud dan memberikan 
rekomendasi pada manajemen untuk langkah pencegahan. 
4. Audit Value-for-money 
Audit value-for-money adalah penilaian atas ekonomi, efisiensi, dan 
efektifitas dari sebuah organisasi atau bagian dari organisasi tersebut. 
5. Audit komputer 
Audit komputer adalah audit terperinci atas sistem komputer, umumnya 
sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, atestasi, atau audit fraud. 
6. Audit regulasi 
Audit regulasi melibatkan pengujian untuk dan memberikan rekomendasi 
atas kepatuhan dengan regulasi internal dan aturan yang ditetapkan. 
7. Audit kontrak dan proyek aset 
Audit kontrak dan proyek aset audit sistem dan atestasi khusus atas 
keandalan dan penilaian kontrak. 
Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan 
khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan 
tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, 
audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga. Perbedaan antara 






Tabel 2.2 Perbedaan Audit Umum dan Pemeriksaan atas Fraud 
Issue Auditing Fraud Examination 
Timing Recurring Non-recurring 
 Audit dilakukan secara teratur, 
berkala, dan berulang kembali 
(recurring) 
Pemeriksaan fraud tidak 
berulang kembali, dilakukan 
setelah ada cukup indikasi 
Scope General Specific 
  Lingkup audit adalah 
pmeriksaan umum atas data 
keuangan 
Pemeriksaan fraud diarahkan 
pada dugaan, tuduhan atau 
sangkaan yang spesifik 
Objective Opinion Affix Blame 
 Tujuan audit adalah untuk 
memberikan pendapat atas 
kewajaran laporan keuangan 
Tujuan pemeriksaan fraud 
adalah untuk memastikan 
apakah fraud memang terjadi, 
dan untuk menenukan siapa 
yang bertanggung jawab 
Relationship Non-adversarial Adversarial 
 Sifat pekerjan audit adalah 
tidak bermusuhan 
Karena pada akhirnya 
pemeriksa harus menentukan 
siapa yang bersalah, sifat 
pemeriksaan fraud adalah 
bermusuhan 
Methodology Audit Techniques Fraud Examination 
Techniques 
 Audit dilakukan terutama 
dengan pemeriksaan data 
keuangan 
Pemeriksaan fraud dilakuka 
dengan memeriksa dokumen, 
telaah data ekstern, dan 
wawancara 
Presumption Professional Skepticism Proof 
 Auditor melaksanakan 
tugasnya dengan professional 
skepticism 
Pemeriksa fraud berupaya 
mengumpulkan bukti untuk 
mendukung atau membantah 
dugana, tuduhan atau 
sangkaan terjadinya fraud 
Sumber: (Tuannakota, 2016) 
 
2.2.3 Audit Investigatif 
 Audit investigatif adalah salah satu bentuk audit dengan tujuan tertentu 
yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal/permasalahan khusus 
yang diaudit. ACFE dalam Priantara (2013:27) secara resmi mendefinisikan fraud 
examination sebagai: 
“Fraud examination is methodology for resolving fraud allegations from 





obtaining evidences and taking statement, writing reports, testifying to 
findings, and assisting in the detection and prevention of fraud”. 
 
pemeriksaan kecurangan adalah metodologi untuk menyelesaikan 
tuduhan kecurangan dari awal hingga akhir. Lebih spesifik adalah 
pemeriksaan kecurangan melibatkan mendapatkan bukti dan mengambil 
pernyataan, laporan tertulis, bersaksi terhadap temuan, dan membantu 
dalam deteksi dan pencegahan kecurangan. Disposisi disini adalah suatu 
tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan kecurangan apakah 
tersangka apabila terbukti diserahkan ke penegak hukum atau 
diselesaikan secara internal.  
 
Bastian (2007:49) seperti telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya 
menyatakan bahwa: 
“Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, 
yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area 
pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi 
penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi 
untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang 
yang ditemukan.” 
 
Vona (2011:5) menyatakan bahwa audit fraud adalah proces dari respons 
atas risiko fraud dalam konteks sebuah audit yang dapat dilakukan sebagai bagian 
dari audit, atau keseluruhan audit dapat fokus pada pendeteksian fraud. Fraud 
audit berbeda dengan investigasi fraud, fraud audit dilakukan dalam standar audit 
yang berlaku, dimana investigasi fraud dilakukan menggunakan standar pidana 
atau sipil yang dapat berlaku di pengadilan. 
 Tuannakota (2016:360) dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan audit 
investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang 
bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Bastian 
(2007:49) menambahkan bahwa tujuan audit investigasi adalah mencari temuan 
lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk 
membuktikan kebenaran berasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. 





1. Membuktikan sejauh mana kebenaran isu fraud yang terkait dengan 
peristiwa ekonomi di masa lalu atau yang sedang terjadi. 
2. Memperbaiki kelemahan kebijakan, prosedur, sistem, alat, manusia yang 
memberikan peluang fraud terjadi, menemukan siapa pelaku baik pelaku 
individu atau berkelompok, mendapatkan informasi keuangan, data pribadi 
dan data lain tentang pelaku. 
3. Mendapatkan barang bukti dan alat bukti untuk proses hukum 
4. Sebagai ‘senjata’ untuk memerangi fraud di semua sektor bisnis dan 
pemerintahan. 
Dari tujuan tersebut, fraud examination memiliki fungsi dan tujuan yang sama 
dengan audit investigatif yang mana merupakan istilah yang populer di Indonesia 
terutama terkait korupsi. Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 
suatu upaya pembuktian, baik itu atas terjadinya sesuatu hal maupun atas tidak 
terjadinya suatu hal. Sedangkan Pickett dan Pickett dalam Tuannakota (2016:316-
319) menyatakan bahwa tujuan investigasi adalah: 
1. Memberhentikan manajemen. 
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. 
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. 
4. Menemukan dan megnamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. 
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari 
kerugian yang terjadi. 
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi 
pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut. 
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. 
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. 





10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. 
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan 
perusahaan, sesuai dengan buku pedoman. 
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu 
pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. 
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atu menghilang sebelum tindak 
lanjut yang tepat dapat diambil. 
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan 
sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. 
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan 
membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil. 
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik 
lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat 
kaleng) untuk menanggapinya secara tepat. 
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik. 
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. 
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhui semua ketentuan 
mengenai due dilligence dan klaim kepada pihak ketiga. 
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. 
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. 
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan 
yang tidak terpuji. 
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat 





24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau 
lembaga ini tidak terperangkap dalma ancaman tuntutan pencemaran 
nama baik. 
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya 
kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang 
mendukung tuduhan atau dakawaan terhadap si pelaku. 
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko 
terjadinya kecurangan ini dengan tepat. 
 Di Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa audit investigatif adalah 
proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang 
bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya 
guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigatif dapat juga 
merupakan reaksi dari auditor terhadap temuan audit, tuduhan, dan keluhan untuk 
mendalaminya. Tuannakota (2010:19) menyatakan bahwa audit investigatif 
dimulai pada bagian kedua dari audit fraud yang bersifat reaktif, yakni sesudah 
ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Audit investigatif merupakan bagian dan 
titik awal dari akuntansi forensik. 
 ACFE dalam Tuannakota (2016:322-324) menyebut terdapat tiga aksioma 
dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan fraud. Aksioma adalah klaim atau 
pernyataan yang dapat dianggap benar tanpa pembuktian lebih lanjut. Ketiga 
aksioma tersebut terdiri atas: 
1. Fraud selalu tersembunyi. 
Fraud adalah kejahatan yang sifatnya tersembunyi yang mana modus 





terjadinya fraud. Berbagai metode digunakan oleh pelaku fraud untuk 
menyembunyikan fraud, sehingga seorang investigator sebaiknya tidak 
memberikan pendapat bahwa suatu fraud terjadi atau tidak terjadi dalam 
suatu lembaga, perusahaan, atau entitas. 
2. Pembuktian terbalik. 
Dalam membuktikan fraud terjadi atau tidak terjadi, pembuktian fraud harus 
dilakukan dari dua arah sebaliknya. Untuk membuktikkan fraud terjadi, 
maka pembuktiannya harus meliputi bahwa fraud memang terjadi, begitu 
pula sebaliknya, dalam upaya membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, 
maka upaya pembuktian fraud terjadi juga harus dilakukan. 
3. Keterjadian fraud 
Aksioma ini menyebutkan bahwa hanya pengadilan yang berhak 
menetapkan apakah fraud terjadi atau tidak. Dalam hal ini pemeriksa fraud 
atau investigator hanya berhak untuk berupaya membuktikan terjadinya 
atau tidak terjadinya fraud, sedangkan bersalah atau tidaknya seseorang 
ditentukan oleh vonis yang diberikan pengadilan. 
Dalam melakukan audit investigatif, pengumpulan bukti adalah hal yang 
sangat penting untuk dilakukan seperti telah dibahas di berbagai sub bab 
sebelumnya. Bukti dalam audit didefinisikan oleh Arens dkk. (2012:174) sebagai 
informasi apapun yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakan 
informasi yang tengah diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Albrecht dkk. (2012:80) menyebutkan bahwa terdapat empat jenis 






1. Bukti testimonial, bukti yang didapat dari individual. Teknik investigasi 
khusus yang digunakan untuk mendapatkan testimonial adalah 
wawancara, interogasi, dan tes kejujuran. 
2. Bukti dokumentasi, adalah bukti yang didapat dari kertas, komputer, atau 
sumber tertulis maupun tercetak lain. Metode dalam mendapatkan bukti 
dokumenter diantaranya adalah pemeriksaan dokumen, pemeriksaan 
catatan publik, data mining, audit, pemeriksaan komputer, dan analisis 
laporan keuangan. 
3. Bukti fisik, didalamnya termasuk sidik jari, bekas ban kendaraan, senjata, 
barang curian, nomor identifikasi, atau tanda pada barang curian, dan bukti 
berwujud lainnya yang dapat dihubungkan dengan tindakan tidak terpuji. 
4. Pengamatan pribadi, merupakan bukti yang dapat dirasakan baik itu 
didengar, dilihat, disentuh, atau dirasakan oleh investigator itu sendiri. 
Hal yang menarik juga dikemukakan oleh Albrecht dkk. (2012:80) dimana 
investigasi fraud harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dimana sangat penting 
investigasi tidak membuat terduga pelaku waspada akan berjalannya investigasi, 
atau terduga pelaku tersebut dapat bersembunyi atau menghancurkan barang 
bukti. Selain itu, kebanyakan pelaku fraud adalah pelanggar hukum pertama kali, 
pikiran akan tertangkap dapat menjadi pengalaman traumatis dan dalam banyak 
contoh kasus dimana terduga pelaku menyadari menjadi target investigasi 






2.2.4 Tahapan Audit Investigatif 
 Tuannakota (2016:330) menyatakan bahwa langkah pertama akuntan 
forensik dalam audit investigatifnya adalah menyusun predication. Fraud 
Examiners Manual dalam Tuannakota (2016:330-331) menjelaskan predication 
sebagai berikut: 
“Predication is the totality of circumstances that would lead a reasonable, 
professionally trained, and prudent individual to believe a fraud has 
occurred, is occuring, and/or wll occur. Predication is the basis upon which 
examination is commenced. Fraud examination should not be conducted 
without predication” 
 
Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat 
peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa 
seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian 
yang memadai, kepada kesimpulan bahwa fraud telah, sedang, atau akan 
berlangsung. Predication adalah dasar untuk memulai investigasi. 
Investigasi atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya 
predication yang tepat. 
 
Dalam memulai suatu investigasi, setiap investigator akan berharap berakhirnya 
suatu kasus dengan litigasi, padahal dalam tahap awal suati investigasi bukti yang 
dimiliki belum cukup. Untuk membuktikan hipotesis yang diperoleh atas dasar 
predication di atas, investigasi dengan pendekatan konsep fraud yang merupakan 
konsep tentang bagaimana fraud itu terjadi yang harus dibuktikan dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut (Tuannakota, 2016:331): 
1. Analisis data yang tersedia. 
2. Ciptakan atau kembangkan hipotesis berdasarkan analisis yang dilakukan. 
3. Uji atau tes hipotesis tersebut 
4. Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. 
Dengan predication dapat dibangun teori fraud yang tepat sehingga dapat 
mengarahkan investigasi pada pengumpulan bukti yang tepat. Dalam membangun 





tanya tersebut adalah apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa, dan yang 
terakhir seberapa banyak.  
 Selain kaidah pemeriksaan fraud dari segi audit, penting juga untuk 
diketahui pemeriksaan fraud untuk pembuktian di pengadilan dikarenakan tujuan 
pemeriksaan fraud adalah pembuktian di pengadilan. Undang-Undang Hukum 





4. Pemeriksaan di sidang pengadilan 
5. Putusan pengadilan 
6. Upaya hukum 
7. Pelaksanaan putusan pengadilan 
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 
Audit investigatif di BPKP sendiri sesuai Pedoman Penugasan Bidang 
Investigasi secara garis besar terdiri menjadi 4 tahap sebagai berikut: 
1. Tahap pra perencanaan penugasan 
Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang 
dilakukan unit kerja untuk menentukan unit kerja akan melakukan atau 
tidak melakukan penugasan audit investigatif. Penugasan audit investigatif 
harus didasarkan pada alasan yang cukup. Alasan yang cukup dapat 
berupa: 
1) Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan 





2) Pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak 
untuk ditindaklanjuti; 
3) Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan; 
4) Permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan. 
2. Tahap perencanaan penugasan 
Tahap perencanaan penugasan adalah tahap dimana auditor menyusun 
rencana penugasan audit investigatif. Dalam pembuatan perencanaan 
audit investigatif ini ditetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber 
daya untuk audit investigatif. Perencanaan untuk masing-masing 
penugasan harus disusun dan dikembangkan sesuai jenis penugasan dan 
membutuhkan pertimbangan profesional. Dalam perencanaan penugasan 
juga dirumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan yang 
dituangkan dalam bentuk program audit. Auditor juga harus menyusun 
hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan dan 
mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan 
digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. 
3. Tahap pengumpulan dan evaluasi bukti 
Salah satu tujuan unsur fraud adalah didukung oleh fakta bersifat material 
yang didukung bukti-bukti yang objektif dan sesuai. Dalam tahap audit 
investigatif ini dikumpulkan dan dievaluasi bukti-bukti yang cukup, 
kompeten, dan relevan sesuai dengan kasus yang diinvestigasi. Dalam 
audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk 
mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif. Pengumpulan dan 
evaluasi bukti juga ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan 
salah, bias, tidak dapat diyakini, dan atau tidak lengkapnya bukti-bukti yang 





harus memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka 
waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus 
kejadian (flow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian 
4. Tahap pelaporan audit 
Laporan hasil audit berisi simpulan hasil audit yang disampaikan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dan harus menyajikan simpulan secara 
objektif dan tidak bias. Laporan hasil audit investigatif disusun dalam 
bentuk bab apabila hasil audit investigatif ditemui adanya penyimpangan 
yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak 
pidana korupsi. 
5. Tahap pemantauan tindak lanjut 
BPKP melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil laporan audit 
investigatif yang telah dilakukan terutama terkait kasus yang berindikasi 
tindak pidana korupsi, apakah kasus tersebut telah ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan yang berlaku atau belum.  
2.2.5 Teknik Audit Investigatif 
 Tuannakota (2016:239-350) menyatakan bahwa teknik audit adalah cara-
cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. 
Teknik yang dipakai dalam audit investigatif sama dengan audit pada umumnya, 
dengan fokus diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud atau 
perbuatan melawan hukum lainnya dan pengumpulan bukti hukum untuk 
menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Teknik 
audit untuk audit investigatif bersifat eksploratif, yaitu mencari dan pendalaman. 






1. Memeriksa fisik (physical examination) 
Memeriksa fisik atau physical examination dapat diartikan sebagai 
penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, 
barang berwujud lainnya, atau fisik suatu barang yang menjadi objek dari 
fraud yang dicurigai terjadi atau tidak terjadi.  
2. Meminta konfirmasi (confirmation) 
Meminta konfirmasi dapat dilakukan secara lisan. Meminta konfirmasi 
adalah meminta pihak lain yang dalam hal ini dapat merupakan auditee 
maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menegaskan 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. 
3. Memeriksa dokumen (documentation) 
Pemeriksaan dokumen dilakukan tanpa teknik khusus dalam audit 
investigatif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen terkait 
permasalahan yang hendak diuji kebenarannya serta termasuk 
mengamankan dokumen yang terkait. 
4. Review analitikal (analytical review) 
Review analitikal adalah bentuk penalaran deduktif yang membawa 
seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, 
atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang 
diperoleh secara menyeluruh. Review analitikan meliputi perbandingan 
antara suatu data menurut catatan dengan apa yang wajar atau layaknya 
harus terjadi termasuk membandingkannya dengan apa yang dihadapi, 
dan berusaha menjawab sebab terjadinya kesenjangan, apakah terjadi 
kesalahan atau fraud.  





Permintaan informasi dari auditee dilakukan untuk meperjelas suatu 
informasi yang awalnya belum diketahui atau masih belum jelas. Permintan 
informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi 
dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain untuk memastikan 
keabsahan informasi yang didapat. 
6. Menghitung kembali (reperformance) 
Menghitung kembali pada dasarnya adalah memeriksa kembali kebenaran 
perhitungan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa angka-angka 
yang tertera atau tercantum telah benar dan bebas dari kesalahan klerikal. 
7. Mengamati (observation) 
Mengamati dapat diartikan sebagai penggunaan indera untuk mengetahui 
atau memahami sesuatu. Mengamati perlu dilakukan untuk memahami 
atau mengetahui objek terjadinya atau tidak terjadinya fraud. 
Selain menggunakan metode audit, audit investigatif juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan teknik perpajakan. Audit investigatf menggunakan teknik 
perpajakan adalah cara pembuktian tidak langsung. Teknik audit investigatif 
dengan menggunakan teknik perpajakan menggunakan logika pembukuan atau 
akuntansi yang sederhana, kedua teknik inevstigatif tersebut adalah: 
1. Net worth method 
Net worth method untuk audit investigatif bertujuan untuk membuktika 
adanya penghasilan kena pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, 
dimana penghasilan yang ingin dibuktikan adlaah penghasilan tidak sah, 
melawan hukum, atau illegal income. Net worth method diterapkan dengan 
membandingkan antara net worth tahun 1 dengan net worth tahun 2. 





kemudian dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT 
tahunan wajib pajak tersebut. 
2. Expenditure method 
Expenditure method digunakan apabila wajib pajak tidak 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau pencatatan dan 
pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak memadai. Expenditure 
method digunakan untuk menghitung pendapatan kena pajak yang tidak 
dlaporkan dengan menghitung jumlah pengeluaran dikurang pendapatan 
tidak kena pajak yang kemudian dibandingkan dengan penghasilan kena 
pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. 
Teknik audit lain yang dapat digunakan dalam audit investigatitif adalah 
follow the money. Follow the money secara harafiah berarti mengikuti jejak-jejak 
yang dutinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana, dimana jejak-jejak ini 
akn membawa penyidik atau akuntan forensik ke arah pelaku fraud (Tuannakota, 
2016:373). Di Indonesia, teknik ini berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian 
uang. Uang atau dan adapat mengalir secara bertahap dan berjenjang, namun 
pada suatu saat akan berhenti di suatu tempat. Tempat pemberhentian terakhir 
akan memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Teknik follow the money 
tidak hanyak berkutat padauang, segala sesuatu yang berharga dapat dijadikan 
mata uang kejahatan misalnya berlian, minyak bumi, kayu bundar, dan lain 
sebagainya. 
Teknik audit berikutnya adalah teknik audit investigatif dengan 
menganalisis unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum 
yang tercantum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 





1. Unsur pertama, setiap orang 
2. Unsur kedua, melawan hukum.  
3. Unsur ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  
4. Unsur keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
Dalam melakukan audit investigatif teknik analisis unsur perbuatan melawan 
hukum auditor mengumpulkan bukti dan barang bukti yang sah untuk setiap unsur 
yang akan mendukung atau membantah adanya perbuatan hukum. Alat bukti yang 
sah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan:  
“ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah 
berupa “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan 
keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa 
informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan dengan secara 
elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak 
terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), 
surat elektronik (e-mail), telegram, teks, dan faksimili, dan dari dokumen 
yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan 
atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi 








3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller 
dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 
pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 
peristilahannya. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan 
metedologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati. Masih dalam Moleong (2010:5) Denzin dan Lincoln menyatakan 
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena 
dianggap oleh peneliti dapat mendapatkan makna yang dari sebuah fenomena 
audit investigatif oleh BPKP secara mendalam sehingga dapat fokus terhadap 
pengalaman subjektif auditor dan interpretasinya terhadap audit investigatif dan 
dikarenakan terkadang sebuah fenomena yang terjadi dapat memiliki makna 
ganda yang sulit dipahami, oleh karena itu untuk mendapatkan makna yang 
sebenarnya peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif.  
 Dalam metode penelitian kualitatif terdapat berbagai pendekatan untuk 
memecahkan berbagai masalah sesuai dengan karakteristik masalahnya. 
Moleong (2010:14-30) menyebutkan terdapat beberapa kemungkinan teori yang 
menunjang pendekatan kualitatif diantaranya adalah fenomenologi, interaksi 





grounded theory. Selain itu Djamal (2015:102) menyatakan terdapat beragam 
pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan peneliti perlu 
memilih satu atau lebih jenis pendekatan yang tepat untuk memecahkan suatu 
masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian tersebut diantaranya adalah 
pendekatan historis, fenomenologi, interaksionisme simbolik, etnografi, 
etnometodologi, dan pendekatan psikologis. Moleong (2010:14) menyebutkan 
bahwa pada dasarnya landasan teoretis dari penelitian kualitatif itu bertumpu 
secara mendasar pada fenomenologi. Dari pemahaman peneliti atas definisi 
penelitian kualitatif oleh Denzin dan Lincoln dalam Moleong dan untuk memahami 
pemaknaan audit investigatif oleh BPKP, peneliti memutuskan penelitian kualitatif 
yang dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi. Husserl dalam Moleong 
(2010:14) mengartikan fenomenologi sebagai: 1) pengalaman subjektif atau 
pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif 
pokok dari seseorang. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang 
menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan 
interpretasi-interpretasi dunia (Moleong, 2010:15). Kuswarno dalam Djamal 
(2015:111) menyebut bahwa secara ringkas pendekatan fenomenologi memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
1. Fokus pada sesuatu yang nampak, kembali kepada yang sebenarnya 
(esensi), keluar dari asumsi yang dimiliki, dan keluar dari kebiasaan serta 
apa yang diyakini sebagai kebenaran. 
2. Fokus penelitian pada keseluruhan (holistik) dan bukan pada bagian-
bagian yang membentuk keseluruhan (atomistik), untuk mendapatkan 
esensi dari fenomena yang diamati. 
3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman 





4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang subjek (emic) 
melalui wawancara mendalam. 
5. Memperoleh pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia. 
6. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang utuh dan 
tidak bisa dipisahkan. 
Pendekatan metode fenomenologi dipilih oleh peneliti karena fenomenologi 
dipandang oleh peneliti dapat memberikan sudut pandang pengalaman subjek 
tentang audit investigatif secara mendalam dan tidak hanya apa yang tampak 
tetapi juga untuk mendapat pemaknaan dibalik apa yang tampak. Fenomenologi 
dipilih karena peneliti menganggap pengalaman subjektif tiap manusia berbeda 
dan dipengaruhi oleh pemikiran dan interpretasinya terhadap dunia, sehingga 
dengan pendekatan fenomenologi dapat didapat perspektif masing-masing orang 
dan bagaimana pemahaman orang tersebut terkait audit investigatif oleh BPKP. 
Pendekatan fenomenologis juga dipilih sebagai usaha peneliti untuk memahami 
arti peristiwa dalam hal ini audit investigatif dan kaitannya terhadap orang-orang 
yang menjalaninya yang berada dalam situasi-situasi tertentu. 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, seperti halnya dalam berbagai penelitian kualitatif lain, 
peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan pengumpul data. Moleong 
(2010:168) menempatkan kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai 
perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya 
menjadi pelapor atas hasil penelitiannya. Manusia sebagai instrumen atau alat 
peneltian menjadikan peneliti segalanya atas proses penelitian. Kehadiran peneliti 
akan diketahui oleh informan sebagai peneliti saat melakukan wawancara. Peneliti 





sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara 
itu (Moleong, 2010:189). 
3.3 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan pada 
bidang investigasi dan pada pegawai BPKP yang sedang menjalankan tugas 
belajar di Universitas Hasanuddin dari berbagai kantor perwakilan yang 
merupakan auditor di bidang investigasi dan pernah menjalankan tugas audit 
investigatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Lokasi penelitian tersebut 
dipilih karena kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan adalah salah satu 
perwakilan besar yang mengawasi 24 kabupaten dan kota se-provinsi Sulawesi 
Selatan sehingga terdapat banyak melakukan penugasan audit investigatif 
sehingga terdapat banyak subjek yang merupakan auditor investigatif. Sedangkan 
auditor BPKP yang sedang melakukan tugas belajar di Universitas Hasanuddin 
dipilih karena berasal dari berbagai kantor perwakilan BPKP selain dari Sulawesi 
Selatan sehingga diharapkan memberi pemaknaan yang berbeda. 
3.4 Sumber Data 
 Data primer atau utama mengacu pada informasi yang didapat secara 
langsung oleh peneliti pada variabel yang terkait untuk tujuan khusus penelitian 
tersebut. Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata 
dari orang-orang yang diwawancarai sebagai sumber data utama. Lofland dan 
Lofland dalam Moleong (2010:157) menyebut sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen dan lain-lain. Sumber data didapat dari subjek penelitian yang 
merupakan auditor di bidang investigatif pada BPKP perwakilan Sulawesi Selatan 





yang pernah melakukan tugas audit investigatif di BPKP. Data dijaring 
menggunakan teknik pemilihan sampel nonprobability sampling dengan metode 
sampel bertujuan (purposive sampling). Sugiyono (2008:218) menyebutkan 
nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
menjadi sampel. Sedangkan Sekaran dan Bougie (2013:252) menambahkan 
bahwa dalam desain nonprobability sampling, elemen dari populasi tidak memiliki 
probabilitas apapun yang terikat kepada penyebab terpilihnya anggota populasi 
menjadi sampel dan hasil dari studi tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi, 
sedangkan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang terbatas 
kepada tipe orang spesifik yang dapt memberikan informasi yang diinginkan, baik 
karena orang tersebut memiliki informasi tersebut atau termasuk dalam kriteria 
yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dipilih dengan 
menggunakan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut adalah auditor pada 
BPKP dan yang pernah menjalankan tugas audit investigatif sehingga dianggap 
mengetahui tentang pemaknaan audit investigatif oleh BPKP. Hal tersebut sesuai 
dengan definisi purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 
data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:218-219). 
Selain penggunaan purposive sampling digunakan juga teknik snowball 
sampling yang juga merupakan salah satu teknik sampling dalam nonprobability 
sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, 
yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008:219). 
Snowball sampling digunakan oleh peneliti untuk mengantisipasi apabila dari 
jumlah sumber data yang digunakan belum mampu memberikan data yang 
memuaskan, sehingga mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai 





dalam Sugiyono (2008:220) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel 
(responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf 
”redundancy” (datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberikan 
informasi yang baru), artinya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang 
berarti. 
Pemilihan sampel awal pada auditor bidang investigasi pada kantor BPKP 
perwakilan Sulawesi Selatan dan auditor BPKP yang sedang menjalankan tugas 
belajar di Universitas Hasanuddin yang pernah melakukan tugas audit investigatif 
dipilih karena dianggap sesuai kriteria yang diungkapkan oleh Sanafiah Faisal 
dalam Sugiyono (2008:221) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai 
informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Mereka yang menguasai atau memenuhi sesuatu melalui proses 
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tapi juga 
dihayatinya. 
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 
kegiatan yang tengah diteliti. 
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 
“kemasannya” sendiri. 
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 
narasumber. 
Dengan pengecualian kriteria nomor empat, dikarenakan pendekatan 
fenomenologi dalam penelitian ini hendak mengetahui pemahaman mendalam tiap 





3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dipilih 
oleh peneliti karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendapatkan 
pemahaman mendalam subjek atas berbagai permasalahan yang diajukan terkait 
makna audit investigatif oleh BPKP. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan 
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa 
ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2008:232). 
Moleong (2010:186) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan 
dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lincoln dan Guba dalam Moleong 
(2010:186) menyebutkan maksud mengadakan wawancara adalah antara lain: 
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 
tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan 
demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan 
sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 
memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang 
lain, baik manusia ataupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, 
mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 
pengecekan anggota.  
 Patton dalam Moleong (2010:187) membagi jenis wawancara sebagai 
berikut: wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk 
umum wawancara, dan wawancara baku terbuka. Dari ketiga jenis wawancara 
peneliti memilih untuk menggunakan wawancara dengan pendekatan 





pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan 
tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Pemilihan dan penggunaan kata-kata 
tidak perlu dilakukan sebelumnya dan petunjuk wawancara hanyalah berisi 
petunjuk secara petunjuk secara garis besar tentang tentang proses dan isi 
wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat 
seluruhnya tercakup (Moleong, 2010:187). Wawancara dengan pendekatan 
menggunakan petunjuk umum wawancara merupakan bagian dari wawancara 
terstruktur. Sekaran dan Bougie (2013:119-120) menyatakan bahwa wawancara 
terstruktur atau structured interview adalah wawancara yang dilakukan saat 
diketahui dari awal informasi apa yang dibutuhkan, dan pewawancara memiliki 
seperangkat pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada responden dengan 
pertanyaan fokus pada faktor yang relevan dengan permsalahan yang diteliti. 
Wawancara jenis ini dipilih oleh peneliti agar seluruh pokok yang direncanakan 
dapat tercakup namun masih dapat dikembangkan untuk mendapat pemahaman 
yang mendalam terkait pemaknaan yang ingin diketahui oleh peneliti. 
 Pencatatan data selama wawancara dilakukan melalui penggunaan 
gabungan antara tape recorder dan pencatatan oleh pewawancara sendiri. Tape 
recorder yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah tape recorder yang 
menggunakan media kaset namun menggunakan tape recorder digital melalui 
media telepon genggam. Prosedur perekaman wawancara melalui tape recorder 
digital meminta persetujuan terwawancara terlebih dahulu sehingga informan 
mengetahui bahwa wawancara yang dilakukan sedang direkam. Sedangkan 
waktu pelaksanaan wawancara menyesuaikan dengan ketersediaan waktu 
informan sehingga dapat memberikan data yang valid dan akurat. Pembuatan 
catatan dimaksudkan untuk membantu pewawancara agar dapat merencanakan 





pokok penting dalam pita suara sehingga mempermudah analisis (Moleong, 
2010:206). Hasil wawancara disalin ke dalam catatan lapangan agar 
mempermudah pemahaman setelah pelaksanaan wawancara. 
 Moleong (2010:206) menyatakan bahwa, untuk keperluan analisis data 
sebaiknya peneliti menyalin hasil wawancara ke dalam catatan lapangan karena 
akan sangat memudahkan. Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:209) 
menyebutkan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 
didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 
refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Peneliti membuat catatan 
lapangan dari hasil wawancara sebagai media untuk menuangkan hasil 
wawancara dari tape recorder menjadi tulisan dan sebagai antisipasi apabila 
dalam keadaan tertentu tape recorder tidak dapat digunakan atau rusak atau 
terdapat gangguan. Catatan lapangan berbeda dengan catatan yang dibuat di 
lapangan. Catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi 
kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin 
gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain. Catatan baru diubah ke dalam 
catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di 
rumah (Moleong, 2010:2008). Peneliti membuat catatan lapangan setiap kali 
selesai melakukan wawancara dan sesegera mungkin sehingga tidak 
terkontaminasi oleh pemikiran lain dan terbatasnya ingatan itu sendiri.  
 Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:211) menyatakan bahwa spada 
dasarnya, catatan lapangan berisi dua bagian. Pertama, bagian deskriptif berisi 
gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. Kedua, 
bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan 
kepeduliannya. Catatan lapangan yang pada dasarnya memuat waktu wawancara 





informasi terkait subjek wawancara, kemudian bagian deskriptif atas hasil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berisi hasil wawancara secara detail 
oleh subjek, dan bagian reflektif yang berisi kerangka pemikiran dan pendapat 
peneliti atas hasil wawancara subjek. Penulisan catatan lapangan dilakukan 
secara kronologis sesuai hasil wawancara dan peneliti akan meluangkan waktu 
sehingga dapat dilakukan tanpa gangguan.  
3.6 Teknik Analisis Data 
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 
orang lain (Sugiyono, 2008:244). Sedangkan Bogdan dan Biklen dalam Moleong 
(2010:248) menyebutkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.  
 Seiddel dalam Moleong (2010:248) menyatakan bahwa analisis data 
kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut: 
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 






Data yang didapat dari hasil wawancara oleh peneliti terhadap informan 
diorganisasikan menurut pertanyaan dan pemaknaan yang diberikan oleh subjek. 
Data yang didapat diurutkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, kemudian 
dikelompokkan berdasarkan jawaban pemaknaan atas pertanyaan tersebut. 
Analisis data sebagai proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak 
pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan 
lapangan penelitian (Moleong, 2010:281). Miles dan Huberman dalam Sugiyono 
(2008:246) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 
datanya sudah jenuh. Langkah-langkah aktivitas dalam analisis data sendiri 
terbagi menjadi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification 
seperti ditunjukkan dalam gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif Metode Miles dan Huberman 













Langkah pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data 
mengacu pada proses pemilihan, pengkodean, dan kategorisasi data (Sekaran 
dan Bougie, 2013:337). Dikarenakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 
cukup banyak, maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dari sekian banyak 
data yang dikumpulkan di lapangan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi 
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 
2008:247). Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan 
disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak 
terpakai dibuang (Djamal, 2015:147). Reduksi data dilakuan bertujuan agar dapat 
memberikan gambaran yang lebih jelas atas informasi yang diberikan subjek.  
 Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Sekaran dan Bougie (2013:337) menyatakan bahwa data display atau penyajian 
data mengacu pada cara penyajian data. Penyajian data melibatkan mengambil 
data yang telah direduksi dan menyajikannya dengan cara yang terorganisir dan 
padat. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adaah 
dengan teks yang bersifat naratif. Menyajikan data bertujuan untuk memudahkan 
untuk memahami apa yang terjadi. Sugiyono (2008:249) menyatakan bahwa 
dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa 
grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Data yang telah tersusun secara 
sistematis  memudahkan peneliti memahami konsep, kategori serta hubungan dan 
perbedaan masing-masing pola atau kategori. 
 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2008:252). Pada penelitian 
kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat 





kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sahih atau 
konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (Djamal, 2015:148). 
Kesimpulan akan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan 
di awal maupun yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung atau dapat juga 
menghasilkan temuan baru. Pada tahap ini peneliti membangun narasi 
menyeluruh mengenai audit investigatif atas pengalaman dan pemaknaan para 
subjek yang diteliti. 
3.7 Pengecekan Validitas Data 
Untuk memastikan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan 
validitas data dikarenakan tidak semua data yang diperoleh peneliti sesuai dengan 
realitas yang ada, sedangkan sebuah penelitian haruslah didukung data yang 
kredibel. Derajat kepercayaan atau kredibilitas dalam penelitian kualitatif 
digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa data penelitian yang 
dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya 
(Djamal, 2015:127-128). Kriteria kepercayaan berfungsi: pertama, melaksanakan 
inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan temuannya dapat dicapai; 
kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 
pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Untuk 
memastikan keabsahan data yang telah didapat dari hasil pengumpulan data, 
peneliti melakukan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data penelitian 
diantaranya adalah: 
1. Perpanjangan Keikutsertaan 
Untuk meningkatkan peningkatan derajat kepercayaan (credibility) data 
yang dikumpulkan peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data 





perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 
sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Tujuan dari perpanjangan 
keikutsertaan sendiri adalah: 
1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, 
2) Membatasi kekeliruan (bias) peneliti, 
3) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak 
biasa atau pengaruh sesaat. 
Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat lebih memahami 
pemaknaan yang dimaksud oleh subjek dan menguji ketidakbenaran 
informasi yang dapat disebabkan oleh bias maupun distorsi, baik itu dari 
peneliti sendiri ataupun responden. Perpanjangan keikutsertaan juga 
diharapkan oleh peneliti dapat membangun kepercayaan oleh subjek 
kepada peneliti sehingga dapat memberikan data yang lebih valid. 
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan peneliti dengan terjun ke lokasi 
dalam waktu yang cukup panjang hingga dirasa data yang didapat telah 
valid dan cukup. Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti kembali ke 
lapangan dan melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang 
pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan keikutsertaan 
hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin akrab, tidak ada 
jarak lagi, semakin terbuka, dan saling mempercayai sehingga tidak ada 
lagi informasi yang disembunyikan serta menghindari distorsi baik dari 
peneliti sendiri maupun subjek. Untuk mendapat kedalaman data pada 
sampai tingkat pemaknaan, yaitu makna di balik yang tampak, peneliti 







2. Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan/keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 
interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 
yang konstan atau tentatif (Moleong, 2010:329). Ketekunan pengamatan 
menyediakan kedalaman terhadap data yang didapat oleh peneliti melalui 
teknik wawancara yang dilakukan. Peneliti melakukan teknik pemeriksaan 
keabsahan data ketekunan pengamatan dengan melakukan pengamatan 
dan pemikiran terhadap data yang didapat dengan teliti dan rinci secara 
berkesinambungan hingga pada suatu titik sehingga faktor yang ditelaah 
dapat dipahami. Untuk mendapatkan pemaknaan yang mendalam terkait 
audit investigatif oleh BPKP, ketekunan pengamatan sangat penting 
karena ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman terhadap data 
yang diperoleh. Dengan ketekunan pengamatan maka kepastian data 
dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan 
ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 
sistematis tentang apa yang diamati (Sugiyono, 2008:272). Sugiyono 
(2008:272) juga menyatakan bahwa sebagai bekal peneliti untuk 
meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi 
buku maupun hasil peneltian atau dokumentasi-dokumentasi terkait 
dengan temuan yang diteliti sehingga dengan membaca hal tersebut 
wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Ketekunan pengamatan 
dilakukan peneliti dengan mendengarkan rekaman wawancara secara 
seksama dan membaca catatan lapangan yang dibuat secara seksama 







3. Uraian Rinci 
Teknik pengecekan validitas data selanjutnya yang dilakukan peneliti 
adalah dengan cara uraian rinci (thick description). Teknik ini menuntut 
peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraian tersebut 
dilakukan seteliti dan secermat mungkin sehingga menggambarkan 
konteks tempat penelitian diselenggarakan (Moleong, 2010:338). Sugiono 
(2008:276) menyatakan bahwa supaya orang lain dapat memahami hasil 
penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil 
penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus 
memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 
Uraian rinci dilakukan peneliti dengan membuat narasi yang 
mengungkapkan segala sesuatu yang terkait temuan data yang didapat 
saat melakukan penelitian hingga pembaca dapat memahami temuan-
temuan yang diperoleh. Dengan melakukan hal tersebut peneliti melakukan 
uraian data yang cukup banyak atau cukup tebal (thick description). 
3.8 Tahap-tahap Penelitian 
Tahap penelitian dimulai dengan pembuatan usulan penelitian dimana 
peneliti melakukan pendidikan akademis yaitu Universitas Hasanuddin. Setelah 
usulan penelitian disetujui oleh dosen pembimbing maka peneliti melakukan tahap 
penelitian pendahuluan. Tahap penelitian pendahuluan dilakukan peneliti dengan 
penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang diteliti baik itu membaca buku, 
jurnal, artikel, literatur, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang 
dilakukan untuk memperdalam pemahaman peneliti secara teori dan konsep 







Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & ZImbelman, M. F. 2012. Fraud 
Examination. Mason, Ohio: South-West. 
 
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. 2012. Auditing and Assurance Services: 
An Integrated Approach. New Jersey: Pearson Education. 
 
Astuti, Ni Putu S. 2013. Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan 
Korupsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi Unesa (Online), Vol 2, No. 1, 
(http://ejournal.unesa.ac.id/article/9125/57/article.pdf, diakses pada 02 
September 2016) 
 
Bastian, I. 2011. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. 2002. Modern Auditing. Jakarta: 
Erlangga. 
 
Creswell, J. W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 
 
Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Jones, P., & Bates, J. 1994. Public Sector Auditing. London: Chapman & Hall. 
 
Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh 
Penelitian. Bandung. Widya Padjadjaran. 
 
Messier, W. F. 2000. Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach. 
McGraw-Hill. 
 
Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas 
Indonesia. 
 
Moloeng, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 
 
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. 2014. Jakarta 
 
Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman 
Penugasan Bidang Investigasi. 2012. Jakarta. Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. 
 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 
PER/05/M.PAN/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. 2008. Jakarta 
 
Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D. 2003. Principles of External Auditing. West 






Priantara, D. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana 
Media. 
 
Said, D., Mardiana, R., Rahmatia, Amar, M. Y., Habbe, A. H., Damayanti, R. A., . 
. . Fattah, S. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar: Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
 
Sayyid, Annisa. 2014. Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit 
Investigatif. Jurnal Al-Banjari, (Online), Vol. 13, No. 2, (http://jurnal.iain-
antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/395/308, diakses pada 
08 September 2016)  
 
Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. Research Method for Business: a skill-building 
approach. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 
 
Singleton, T. W., & Singleton, A. J. 2010. Fraud Auditing and Forensic Accounting. 
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Soepardi, Eddy M. 2010. Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi 
Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah. (www.inkindo-
jateng.web.id/wp-content/uploads/Seminar/06.pdf, diakses pada 07 
September 2016) 
 
Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitafi Kualitatif R&D. Bandung: 
Penerbit Alfabeta. 
 
Tuannakota, T. M. 2016. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Jakarta: Penerbit 
Salemba Empat. 
 
Tunggal, A. W. 2000. Audit Manajemen Kontemporer. Harvarindo. 
 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 2016. Aspek-Aspek Audit Kecurangan. Jakarta: Harvarindo. 
 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. 2003. Jakarta 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2001. Jakarta. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1999. Jakarta. 
 
Vona, L. W. 2011. The Fraud Audit: Responding To The Risk of Fraud In Core 














Nama    :    Ronggo Anandyo Kahar 
Tempat, Tanggal lahir :    Malang, 12 Oktober 1990 
Jenis Kelamin   :    Laki-laki 
Alamat Rumah  :    Jalan Kamelia Nomor 7 Kota Malang 
Telepon Rumah/HP  :    0813-3333-6280/0341-492884 




‒ SDN A. Yani Pura 1 Binuang 
‒ SMPN 1 Banjarbaru 
‒ SMAN 1 Banjarbaru 
‒ D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara  
‒ S1 Universitas Hasanuddin  
 
Pengalaman kerja 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012 - sekarang)  
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
  Makassar, 17 Januari 2017 
   
 
 








SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN 
Hal : Permohonan Kesediaan Menjadi Informan Penelitian 





Sehubungan dengan penelitian skripsi berjudul “Audit Investigatif: Sebuah Studi 
Fenomenologi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan” yang 
sedang dilakukan, maka kami dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
menjadi informan bagi penelitian saya. 
 
Perlu kami sampaikan bahwa data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan 
kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan 
ilmiah dan bukan kepentingan yang lain. Bila ada hal-hal yang ingin 
dikonfirmasikan, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami: 
Peneliti  : Ronggo Anandyo Kahar 
NIM  : A31115726 
Institusi  : Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin Makassar 
Nomor Hp dan Email  : 081333336280 & ron.kahar@gmail.com 
Dosen Pembimbing  : Bapak Syarifuddin dan Bapak Syarifuddin Rasyid 
 
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu untuk 
berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. 
 
  Makassar, …. Agustus 2016 














PERNYATAAN KESEDIAAN BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN 
 





Nomor HP & email : 
 
Menyatakan bersedia untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian 
dengan judul “Audit Investigatif: Sebuah Studi Fenomenologi pada Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, serta bersedia untuk melakukan 
wawancara yang direkam. Saya juga telah diberitahu bahwa saya memiliki hak 
untuk mendengarkan rekaman hasil wawancara sebelum dipergunakan lebih 
lanjut. 
 
Demikian pernyataan kesediaan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
  Makassar, ……………. 2016 














CONTOH CATATAN LAPANGAN 1 
 
Catatan Lapangan Nomor : 006 
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 
Waktu Wawancara : Jam 15.30 tanggal 8-12-2016 
Lokasi Wawancara : Kantor BPKP Sulsel 
Subjek Wawancara : Audit Investigatif 




Investigasi itu kita kan mengecek kalau ada permasalahan itu kan, jadi artinya 
bagaimana kebenaran dari laporan yang telah diekspose oleh polisi atau jaksa 
kalau memungkinkan untuk ditindak lanjuti kita tindak lanjuti, kalau tidak tentu kita 
sampaikan bahwa belum memenuhi syarat untuk dilakukan investigasi 
Tujuan? 
Untuk memastikan bahwa memang sudah terjadi kecurangan yang merugikan 
keuangan negara 
Kecurangan? 
Kecurangan adalah mengambil hak yang bukan miliknya terutama penggunaan 
uang negara. Kita lihat prosedurnya dulu, bagaimana proses terjadinya 
kecurangan tersebut dan seberapa jauh keterlibatan orangnya di dalamnya untuk 
diproses secara hukum. 
Permasalahan? 
Biasanya kalau sudah investigasi itu harusnya ada ekspose dulu oleh penyidik, 
jadi akan dilihat kan kalau korupsi itu, kami kan terkait dengan korupsi, apakah 
memang merugikan negara, ada ndak yang dilanggarnya, dan memang apakah 
dia memperkaya diri, nah itu dari sana kita bisa petakan apakah memang sudah 
terjadi pelanggaran atau sudah terjadi korupsi. 
Unsur ada? 
Memperkaya diri sendiri, ada uang negara yang hilang. 
Ekspose? 
Ekspose itu artinya polisi atau jaksa akan datang menyurati perwakilan BPKP 
bahwa ini permasalahan, nah untuk meyakini bahwa memang itu ada 
permasalahan, kita minta polisi atau kejaksaan melakukan ekspose di depan kita, 
bisa juga di tempat dia, tergantung. Artinya ekspose itu dia menyampaikan 






Kita kalau biasanya di bidang investigasi ini dari eskpose tadi nanti kita berikan 
masukan kalau menurut dia masih ada data-data yang kurang kita sampaikan, 
kami akan turun ke lapang kalau bapak sudah memenuhi kekurangan-kekurangan 
datanya. 
Cukup data? 
Kalau audit investigasi beda dengan PKKN gitu kan, kalau PKKN kita sudah bisa 
menentukan kerugian negaranya. Kalau investigasi kita kalau kekurangan data 
bisa kita bersama-sama dengan polisi itu nanti meminta tambahan data di 
lapangan. 
Harus ada kerugian keuangan negara? 
Kalau untuk korupsi iya, tidak bisa kalau tidak ada  
Laporan audit investigatif? 
DI laporannya itu yang pertama mungkin metode kerja kita itu bagaimana 
menentukan kerugian keuangan negara, ada metode kerjanya, ada pihak-pihak 
yang terkait, kita akan mengungkapkan bagaimana modusnya bagaimana, 
faktanya dan jalan ceritanya harus tau kita, kemudian selain itu kita ungkap juga 
pasal-pasal apa yang dilanggarnya. 
Tahapan audit investigatif? 
Mulai dari ekspose, kemudian dari sana kita lihat apakah data-datanya sudah 
lengkap dan bisa kita lakukan audit investigasi, nanti kita mintalah data-data apa 
yang terkait masuk di berita acara, data-data SK yang terkait, termasuk juga 
DIPAnya anggarannya. Nanti kita laksanakan audit di lapangan berdasarkan hasil 
ini tadi, kita lakukan konfirmasi, selain dokumentasi kita pelajari kita hipotesa dulu, 
kita pelajari lah dokumen-dokumen itu, kita klarifikasi kebenarannya. 
Materi temuan? 
Biasanya kalau sudah kita lihat, pelanggaran kita masukkan juga, apa-apa 
pelanggarannya kan, kemudian berapa kira-kira kerugian negaranya sudah bisa 
kita lihat kan. 
Menghitung kerugian? 
Kalau disini rata-rata kita sudah tau bahwa kalau audit investigasi ini kan, artinya 
walaupun kekurangan data tapi secara garis besar kita sudah tahu juga kerugian 
negaranya, tapi nanti untuk PKKN akan diperkuat lagi. Biasanya gitu, kalau aturan 
di PPBI itu biasanya audit PKKN setelah investigasi ini kalau ada tambahan-
tambahan data baru dilakukan audit tambahan PKKN biasanya ada perubahan 
nilai ya. Tapi kadang-kadang bisa aja sama, cuma kan kadang gini, kadang-
kadang kalau data permasalahan dari polisi biasanya kalau audit investigasi kalau 
mau disidang itu jaksa itu ndak mau kalo gak PKKN. Dia selain audit investigasi 
dia minta dilakukan audit PKKN. Tapi kalau masalah dari jaksa, kadang-kadang 
dia dari laporan investigasi kadang-kadang bisa dia berani langsung melakukan 
sidang. 
Laporan ke penyidik? 
Artinya kalau investigasi itu kan macam-macam dari siapa yang meminta. 
Biasanya kalau di bidang investigasi itu biasanya penyidik bisa polisi bisa jaksa 






Kalau audit investigasi itu biasanya kalau ada permasalahan agar diporses secara 
ketentuan yang berlaku aja. 
Teknik audit investigatif? 
Sudah ada BAP dari polisi kita pelajari BAP itu, kalau menurut kita masih ada 
kekurangan akan kita klarifikasi lagi dengan tersangka kita panggil apakah 
memang kejadian begini, kita kuatkan lagi, jangan nanti apa yang disampaikannya 
itu belum bisa untuk menyusun laporan kan. Kita perkuat lagi biasanya dalam 
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Audit untuk membuktikan suatu sangkaan atau suatu premis itu terbukti atau tidak, 
jadi kalau terbukti. Misal suatu kegiatan terjadi korupsi sekitar 2 miliar, audit 
investigasi itu membuktikan, jadi hasil audit investigatif itu oh tidak terbukti, fitnah 
saja. Untuk membuktikan suatu peristiwa atau suatu kasus itu terbukti atau tidak. 
Kalau terbukti siapa pihak yang bertanggung jawab, terus berapa tanggung 
jawabnya. 
Hipotesa? 
Sudah ada dugaan dulu, hipotesis. Kalau misalnya dari permintaan penyidik, 
penyidik hipotesisnya seperti apa? dari data yang ada seperti apa? Biasanya 
belum sempurna. Kalau dari pengaduan kan minim sekali, kita turun untuk 
membuktikan. 
Yang dibuktikan? 
Tergantung materi pengaduannya ya, biasanya kita kalau yang terkait dengan 
korupsi, jadi kita membuktikan penyimpangannya dulu, oh iya memang ada 
penyimpangan. Nah penyimpangan itu apakah berpotensi kerugian keuangan 
negara, kalau misalnya ada itu berarti siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. 
Penyimpangan? 
Jadi yang pertama dia itu tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau 
petunjuk teknis, terus biasanya malah niatnya itu sudah kelihatan kalau 
penyimpangan itu. Kalau di suatu substansi itu penyimpangan ini tidak terkait 
dengan pengendalian intern, jadi pengendalian intern ini kan semuanya sudah baik 
sengaja dilanggar, jadi kadang-kadang kita menulis temuan itu penyebabnya 
adalah itikad tidak baik dari pihak-pihak yang terlibat itu, itikad tidak baik niat jahat 
itu, jadi bukan karena pengendalian intern yang lemah, tidak. Nah pengendalian 







Jadi juknis itu kan petunjuk yang sifatnya teknis sekali, tapi ada petunjuk yang 
normatif, misalnya kekurangan kas, itu kan mungkin semua normatif ya, uang kas 
itu kan harus antara catatan dan fisiknya sama, tidak perlu ada juknisnya. Kalau 
misalnya penyimpangannya itu ngambil uang sedikit-sedikit itu kan tidak perlu 
juknis tapi yang normatif saja. 
Tidak harus melanggar peraturan tapi secara normatif saja? 
Gini ya, apa yang normatif itu biasanya di perusahaan sudah ada kan. Di 
perusahaan atau organisasi sudah mengatur secara detail, tugas seorang 
bendahara itu apa ini itu apa. Jadi kalau sampai dia itu mengambil uang sedikit-
sedikit kemudian sampai 300 juta baru ketauan itu dia melanggar peraturan juga, 
peraturan yang rutin ya. 
Dasar pelaksanaan? 
Kalau yang kita tangani selama ini permintaan dari penyidik polisi maupun 
kejaksaan, kalau yang pengembangan kita itu susahnya itu meminta data. Jadi 
selama ini kita tidak melakukan itu, jadi misalnya pengaduan kita cukup dilaporkan 
kepada polisi, mungkin polisi yang turun, polisi yang menyelidiki, kan ada kegiatan 
penyelidikan, nanti mereka sudah dapat panduan dan sebagainya, nanti mereka 
bisa ekspose untuk menghitung kerugian keuangan negara.  
Hipotesa? 
Suatu sinyalemen yang kita duga ada terjadi disitu, jadi misalnya diduga terjadi 
kemahalan dalam pengadaan ini karena pelelangan yang dilakukan itu ada kolusi 
horizontal atau kolusi vertikal. Nah kita membuktikan itu. 
Menentukan penyimpangan? 
Memang kadang-kadang juklak itu tidak detail ya, itu memang kita bandingkan 
walaupun kriterianya seperti ini, tujuan kegiatan ini apa? Tujuan kegiatan seperti 
ini, ternyata dilakukan hal-hal yang jauh dari tujuan ini. Walaupun juknis atau 
juklaknya itu tidak merinci, dan itu ada faktor kesengajaan. Jadi faktor kesengajaan 
itu bisa kita rasakan, jadi orang harusnya jalan ke utara ini jalannya ke timur, 
sengaja. 
Laporan AI? 
Pertama mengapa kita melakukan audit, jadi dasar kita melakukan audit, terus 
prosedur auditnya, kemudian lingkup tahun berapa atau periode kapan itu harus 
dibatasi, kemudian penyimpangannya atas, jadi misalnya kegiatan saya kemaren 
audit investigasi pengadaan komputer di bank sulselbar ya jadi subyek itu dasar 
kita audit adalah surat direksi, kemudian lingkupnya tahun berapa sampai berapa, 
lingkupnya pengadaan sewa saja, jadi pengadaan yang beli itu tidak. Kemudian 
fakta-fakta yang menyimpang apa kita tuliskan, sehingga dari fakta-fakta tersebut 
mengakibatkan kerugian keuangan negara, kemudian kerugian keuangan 
negaranya berapa. Kemudian pihak-pihak yang terlibat atau bertanggung jawab 
adalah si A, si A itu pemimpin grup umum yang melakukan pengadaan, terus pihak 
direksi umum karena mereka menandatangani kontrak, jadi kita uraikan seperti itu. 
Mengapa AI dilakukan? 
Kita kan kompetensinya, jadi menghitung kerugian negara kan kompetensinya 
akuntan, kan ada ilmunya, ilmunya itu kan ada cost accounting, ada akuntansi 
manajemen, akuntansi biaya dan sebagainya ya, terus alokasi biaya itu ilmunya 





menyimpang. Polisi tidak bisa mengatakan ini menyimpang ini kenapa, yang kita 
bilang ini penyimpangannya sangat mereka mengatakan biasa aja karena 
memang sudut pandangnya kan kalau kita kan biasa melihat sebuah sistem 
pengendalian, jadi kita ini ahli auditing dan akuntansi. Jadi karena kompetensi kita 
maka kita melakukan audit investigasi. 
Perhitungan kerugian keuangan negara dalam AI? 
Jadi jumlah akibat dari penyimpangan itu kerugian negaranya segini, sampai pada 
pihak-pihak yang bertanggung jawab, jadi yang menyebabkan kerugian itu kita 
sebut semua, jadi ada tujuh orang ya tujuh orang, jadi pnsnya empat, satu dua tiga 
empat, si a berperan jadi apa begitu. 
Nilainya? 
Belum pasti, jadi siapa menikmati berapanya itu belum ketahuan. Jadi nanti dari 
audit investigatif itu akan dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. 
Karena penyidik kan punya wewenang yang melebihi auditor, jadi menyita 
menyita. Ketemunya gelondongan jadi ketika turun lagi bisa dirinci. 
Tidak mutlak? 
Itu bisa jadi kerugian keuangan negara itu sifatnya belum rinci kepada siapa yang 
menikmati itu dan tidak perlu, karena kan kita state bahwa kerugian negara itu 
yang bertanggung jawab si a si b si c, cuma si A bertanggung jawab atas berapa 
itu kita tidak ungkap, nanti setelah disidik kemudian datanya lebih konkrit itu kita 
bisa menghitung yang lebih pasti. 
Tahapan AI? 
Perencanaan, ada pra perencanaan, jadi yang dimaksud pra perencanaan itu 
persiapan, untuk menentukan siapa orangya terus dananya berapa, kemudian 
hipotesisnya apa itu harus sudah ada semua, kita menyiapkan audit programnya 
kan, kemudian itu pra perencanaan ya. Kemudian kita ajukan ke kepala kantor itu 
sudah perencanaan penugasan, membuat surat tugas dan sebagainya, kemudian 
turun ke lapangan itu kan masih ada audit pendahuluan, kemudian temuannya 
seperti ini. Karena yang namanya hipotesa itu bisa berubah. Jadi gini, sudah 
masuk ke pelaksanaan itu kita bagi dua ya, audit pendahuluan sama audit lanjutan. 
Sudah tahap pelaporan, jadi kan kita menguji hipotesis, kalau kemudian hipotesis 
itu berkembang atau bisa juga menyimpang, tidak seperti ini, tidak seperti A tapi 
larinya B, berarti kita ada belok kan begitu. Atau mungkin hipotesisnya ada empat, 
kemudian setelah kita turun jadi tinggal dua atau tiga kan gitu. 
Sampai pelaporan saja? 
Ada tindak lanjut, tindak lanjutnya itu kita serahkan kepada tergantung. Jadi gini, 
kalau permintaan polisi atau jaksa tindak lanjutnya dilakukan sesuai denga 
ketentuan yang berlaku kan, jadi proses hukum. Kalau misalnya kemaren kami 
mengaudit investigasi sewa komputer di bank sulselbar, karena direksi yang minta, 
tindak lanjutnya kita serahkan pada direksi. 
Teknik mencari penyimpangan? 
Jadi semua teknik audit kita gunakan. Ada faktor lucky kadang-kadang, pas kita 
klarifikasi kesini, ada pihak-pihak yang open, membuka. Jadi kadang-kadang 
teknik audit saja tidak cukup, kita ada mendapatkan suatu keberuntungan. Kita 
sudah buntu ada pihak yang memberikan informasi secara sukarela. Jadi semua 





tergantung bukti yang kita dapat, bukti yang kita dapat ini kita klarifikasi, klarifikasi 
gak puas, diperluas kesana kemari, vertikal horizontal sampai kita mendapat 
kepuasan atau mendapatkan fakta yang sebenarnya kan gitu. Kita lebih banyak 
kepada klarifikasi, karena dokumen itu nggak benar, banyak dokumen itu tidak 
berbunyi seperti yang tertulis, jadi teknik audit yang biasa dipake atau paling 
banyak dipake dalam audit investigasi itu adalah klarifikasi. 
 
